
 
 

 

PERATURAN BUPATI TANGERANG 

NOMOR 19 TAHUN  2011 

TENTANG 

PERUBAHAN PERTAMA ATAS  PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 19 

TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENGHITUNGAN 

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA 

PEMILU TAHUN 2009 DI KABUPATEN TANGERANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANGERANG, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Tertib Administrasi Dan Tertib Belanja 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 

2009 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Tangerang, perlu adanya  pedoman dalam pengelolaan pemberian 

bantuan hibah  sehingga dapat berjalan dengan baik, terkendali dan 

terkoordinasi; 

  b. bahwa Peraturan Bupati Tangerang Nomor 19 Tahun 2010  tentang 

Tata Cara Penyaluran Dan Penghitungan Besaran Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 di 

Kabupaten Tangerang, perlu diubah sesuai dengan tuntutan dan 

dinamika perkembangan masyarakat berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor  2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik;   

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Perubahan Pertama 

Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 19 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Penyaluran Dan Penghitungan Besaran Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 Di 

Kabupaten Tangerang; 

 

Mengingat : 1.  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4010); 

 

  2.  Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4425); 

 

 

3. Undang….. 
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  3.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir  dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 

Nomor 4844); 

 

  4.  Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4438); 

 

  5.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

  6.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik  

(Lembaran Negara Tahun 2008  Nomor  2, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 

 

  7.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah          ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4836); 

 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan  Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 20057 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4737); 

 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor  5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972); 

 

  11.  Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1     Tahun 2008  

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan 

Lembaran Derah Kabupaten Tangerang Nomor 0108); 

 

 

12. Peraturan..... 
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  12.  Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor  8 Tahun 2010 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor  0810); 

 

Memperhatikan   1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009, tentang 

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengganggaran dalam  APBD, 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 

 

  2.  Peraturan Bupati Tangerang Nomor 19 Tahun 2010  tentang Tata 

Cara Penyaluran Dan Penghitungan Besaran Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten 

Tangerang. 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI 

TANGERANG NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA 

PENYALURAN DAN PENGHITUNGAN BESARAN  BANTUAN 

KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 

TAHUN 2009 DI KABUPATEN TANGERANG 

 

  Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 19 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penghitungan Besaran  

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 

Di Kabupaten Tangerang,  diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 6 

Bantuan keuangan  kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap 

tahunnya dalam APBD  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan  kepada  Partai 

Politik. 

 

2. Ketentuan Pasal 14  diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal  14 

Bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk 

melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan 

masyarakat,  dan operasional sekretariat partai politik. 

 

 

 

 

3. Ketentuan..... 
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3. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15 secara 

keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 15 

(1) Kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan 

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan 

dengan: 

a. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara 

yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara 

Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; 

c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan 

berkelanjutan; 

d. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

e. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan 

f. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun 

karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan 

bangsa. 

(2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan 

keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya 

politik sesuai dengan Pancasila. 

  Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tangerang. 

 

Ditetapkan di : Tigaraksa 

Pada tanggal :  1 - 3 - 2011 

 

 

BUPATI TANGERANG, 

 

ttd. 

 

 

H. ISMET ISKANDAR 

 

Ditetapkan di : Tigaraksa 

Pada tanggal :  1 - 3 - 2011 

 

SEKRETARIS DAERAH, 

 

ttd. 

 

 

  H. HERMANSYAH  

  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN  2011  NOMOR 19 

 

 


